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k a t a
Pengantar

Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman
hayati dunia, salah satunya penyu. Enam dari tujuh spesies penyu
yang adadi dunia dapatditemukan diwilayah perairan Indonesia,
empatspesies diantaranya bahkan melakukan aktivitas peneluran
di sepanjang wilayah pesisir Indonesia. Lembaga konservasi
internasional IUCN telah menempatkan penyu dalam daftar
merah, yang berarti bahwa penyu sudah mengalami ancaman
kepunahan yang cukup serius. Penyu yang bersifat migratory
species memerlukan langkah penanganan global dan komitmen
banyak negara, terutama negara-negara yang menjadi lintasan
ruaya penyu. Konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan
satwa liar CITES telah memasukkan penyu dalam daftar apendiks
I, ini berarti bahwa perdagangan internasional spesies tersebut
sudah tidakdiperbolehkan.

Kelestarian penyu di Indonesia juga mengalami ancaman
yang cukup serius dan mengkhawatirkan, terutama disebabkan
karena pengambilan telur penyu untuk perdagangan,
penangkapan indukan penyu dan kematian penyu yang
disebabkan terjerat secara tidak sengaja dalam kegiatan
penangkapan ikan. Pada tahun 1999 pemerintah telah
menetapkan penyu sebagai jenis biota yang dilindungi, ini berarti
pemanfaatan ekstraktif spesies tersebut sudah tidak
diperbolehkan, kecuali untuk tujuan penelitian dan
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pengembangan. Selain itu, daerah pesisir yang menjadi wilayah
peneluran penyu sebagian besar juga sudah ditetapkan sebagai
kawasan konservasi.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah
tersebut ternyata belum cukup efektif untuk menjamin
kelestarian penyu di Indonesia, pengambilan dan perdagangan
telur penyu masih sering terjadi di depan mata. Habitat penyu
yang bersamaan dengan wilayah hidup ikan-ikan yang menjadi
target penangkapan nelayan juga menyebabkan banyak penyu
yang mengalami kematian, karena tertangkap secara tidak
sengaja.

Permasalahan pengelolaan penyu di Indonesia dihadapkan
pada situasi yang cukup kompleks dan melibatkan banyak
stakeholders. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi
Penyu ini diharapkan dapat memberikan arahan dan acuan bagi
stakehoders dalam melakukan upaya konservasi penyu secara
terintgrasi. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada banyak
pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam
penyelesaiandokumen RAN Konservasi penyu ini.

Jakarta, 2015
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut

Agus Dermawan

. , . Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Last
Kementerian Kelawan Dan ""“’"“Io&m Konservasi dan Keandkaragamas Kapt Laut
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Bab. 1
Pendahuluan

"l Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan spesies penyu.
Dari tujuh spesies penyu yang ada di dunia enam diantaranya
beradadi perairan Indonesia, yaitu: Penyu Hijau (Chelonia mydas),
Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata ), Penyu Lekang (Lepidochelys
olivacea), Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea), Penyu
Tempayan (Caretta-caretta) dan Penyu Pipih (Natator depressa).
Dari enam spesies ini hanya Penyu Pipih yang tidak dijumpai
bertelur di wilayah pantai Indonesia. Dengan demikian Indonesia
memiliki keragaman jenis penyu yang tinggi dan terdistribusi
sangatluas diwilayah perairanlautnya.

Penyu merupakan salah satu reptil terbesar yang hidup
dilaut. Keberadaannya memiliki arti penting bagi kehidupan
sosial-ekonomi pada banyak masyarakat, terutama bagi
masyarakat pesisir. Akan tetapi keberadaan semua spesies penyu
yang ada telah mengalami penurunan populasi yang cukup tinggi,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut :
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bahkan telah dikatagorikan terancam punah (IUCN, 2007). Oleh
karena itu, semua spesies penyu laut diberikan perlindungan. Di
Indonesia perlindungan ini diatur dalam UU No.5 Tahun 1990, UU
No. 31 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.7 dan 8 Tahun
1999, sedangkan secara Internasional telah dimasukkan dalam
Appendix 1 CITES (Convention on International Trade in
Endangereed Species) yang ini berarti bahwa penyu telah
dinyatakan sebagai satwa terancam punah dan tidak dapat
diperdagangkan dalam bentukapapun.

Untuk mengurangi ancaman bagi kehidupan penyu, selain
menetapkan status perlindungan penyu secara nasional, upaya
perlindungan daerah peneluran penyu juga dilakukan dengan
menetapkannya sebagai kawasan konservasi. Pada daerah
peneluran penyu tersebutbanyak hal yang sudah dilakukan, upaya
monitoring populasi, pengamanan sarang dari berbagai gangguan
dan penataan habitat yang kesemuanya ditujukan bagi upaya
pelestarian penyu.

Penetapan status perlindungan dan perlindungan daerah
peneluran saja ternyata belum cukup untuk dapat menjamin
kelestarian penyu. Sampai dengan saat ini ancaman kelestarian
penyu masih cukup tinggi baik oleh faktor alamiah maupun
anthropogenik (manusia). Faktor Alam diantaranya terjadinya
abrasi pantai, perubahan iklim (climate change), maupun
ancaman hewan pemangsa (predator). Sedangkan faktor
anthropogenik antara lain: terjadinya degradasi habitat
peneluran, pencemaran laut, tertangkapnya penyu secara tidak

, . Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Last
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sengaja oleh alat tangkap ikan (by-catch), serta pemanfaatan
bahan-bahanasal penyuseperti daging, telur maupun karapasnya.

Dengan memperhatikan kompleksnya penyebab ancaman
kepunahan penyu di Indonesia maka diperlukan kerjasama dan
komitmen dari berbagai pihak untuk secara bersama-sama
melakukan upaya yang saling sinergi. Dokumen Rencana Aksi
Nasional (RAN) Konservasi Penyu ini merupakan sarana yang
penting untuk dapat merumuskan dan meningkatkan komitmen
bersamadalam pelestarian penyudi Indonesia.

"1 Maksud ,Tujuan dan Sasaran Pengguna

Maksud: Merumuskan strategi dan kesepakatan para pihak
melalui serangkaian rekomendasi aksi yang diharapkan dapat
menjamin kelestarian populasi penyu dan habitatnya didalam
proses pembangunan ekonomi, sosialdan budaya masyarakat.

Tujuan: Memberikan arahan dan acuan bagi para pihak
untuk menentukan prioritas kegiatan konservasi in-situ dan ex-
situ, serta merancang program yang selaras dengan kebutuhan
menjaga keberlanjutan populasi penyu dan habitatnya sehingga
kondisi penyu di alam menjadi lebih baik dalam 5 tahun
mendatang (Periode 1).

Sasaran Pengguna: Semua pihak baik yang aktif secara
langsung maupun tidak langsung dalam upaya konservasi penyu
dan habitatnya, dan/atau yang kebijakannya bisa mempengaruhi
kelestarian penyudan habitatnya.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut :
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‘%4 Ruang Lingku
g gKup

Waktu; dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi
Penyu ini merupakan dokumen RAN periode pertama dengan
masa berlaku selama lima tahun (2016-2020). RAN Konservasi

Penyu periode kedua akan disusun pada tahun 2020 dengan masa
berlaku selamalimatahun (2021-2025).

Sistematika; dokumen RAN Konservasi Penyu memberikan
gambaran secara ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan
dokumen, bioekologi penyu, permasalahan pengelolaan penyu,
rencana aksi, mekanisme implementasi dan penutup. Penjelasan
secararinci untuk masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1) Pendahuluan menjelaskan: latar belakang, maksud dan
tujuan, ruang lingkup serta pengertian.

2) Bio-ekologi penyu menjelaskan:biologidan ekologipenyu.

3) Pengelolaan penyu di Indonesia menjelaskan: kelembagaan,
pembinaan habitat dan populasi penyu, pemanfaatan,
pengamanan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta
permasalahan pengelolaan.

4) Strategi dan rencana aksi menjelaskan: tujuan, sasaran,
strategi, sasaran danrencana aksi.

LoKkasi target; lokasi peneluran yang menjadi target upaya
konservasi penyu pada dokumen ini dikhususkan pada daerah
peneluran yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah bersama dengan

< : Direktorat jenderal Pengelolaan Ruang Lawt
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Lembaga Swadaya Masyarakat. Khusus untuk lokasi peneluran
yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan akan dirumuskan dalam dokumen
tersendiri. Adapun daftar kawasan konservasi yang menjadi
target prioritas dalam dokumen ini adalah 12 Propinsi yang
mewakili populasi penyudari wilayah Barathingga Timur yaitu:

(1) KKPN Pieh, KKPD Mentawai dan KKPD Kab. Pesisir Selatan -
Sumatera Barat

(2) TWP.Kepulauan Anambas dan KKPD Bintan (Kep.Tambelan)
—Kepulauan Riau.

(3) KKPD Lampung Timur (P. Segama Besar dan Kecil) - Lampung
(4) Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan - Jawa Barat

(5) Pantai Peneluran Paloh - Kalimantan Barat

(6) Taman Pesisir Kepulauan Derawan - Kalimantan Timur

(7) KKPD Kab.Pangkep (P.Cangke) dan KKPD Pulau Selayar -
SulawesiSelatan

(8) Pantai Baratdan Timur Bali
(9) TWP.GiliMatra-NTB
(10) Pulau Buru- Maluku,

(11)Pantai Jamursba Medi dan Wermon - Papua Barat

Untuk lokasi lainnya yang merupakan habitat bagi penyu
dapat berkontribusi dalam pencapaian target RAN Penyu dengan
mengacu pada rumusan rencana aksi yang relevan dengan lokasi
masing-masing.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut .
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Upaya pokok; upaya pokok konservasi penyu yang akan
dirumuskan dalam dokumen ini meliputi 3 (tiga) upaya, yaitu :
perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan
dan kegiatan lainnya yang terkaitdengan upaya konservasi penyu,
seperti kegiatan pengawasan dan penelitian. Kegiatan
pemanfaatan berkelanjutan yang dimaksudkan adalah
pemanfaatan potensi ekonomi penyu yang tidak menyalahi
ketentuan yang terkait dengan status perlindungan penyu,
misalnya dengan pengembangan ekowisata berbasis penyu.
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Bab.2

Taksonomi dan Klasifikasi

Menurut Carr (1972), penyu termasuk ke dalam Ordo
Testudinata yang memiliki 2 (dua) famili yang masih bertahan
hinggasaatini, yaitu:

A. Family : Cheloniidae, meliputi:

Spesies : 1)Chelonia mydas (penyu hijau)
2) Natatordepressus (penyu pipih)
3) Lepidochelysolivacea (penyulekang)
4) Lepidochelys kempi(penyu kempi)
5) Eretmochelysimbricata (penyusisik)

6) Caretta caretta (penyu karet atau penyu
tempayan)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut :
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B. Family : Dermochelyidae, meliputi:
Spesies :  7)Dermochelys coriacea (penyubelimbing)

Penyu jenis Lepidochelys kempi (penyu kempi) tidak
ditemukan di wilayah perairan Indonesia, tapi berada di Amerika
Latin dan perairan pantai timur USA. Oleh karena itu pada
pedomaninitidakdiikutkan pembahasan tentang penyu kempi.

Klasifikasi jenis penyu laut yang hidup di perairan Indonesia
adalah sebagai berikut:

1. Penyu Hijau, Green Turtle [Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)]

Kingdom :Animalia
Phylum  :Chordata

Class : Reptilia
Sub Class : Anapsida
Ordo : Testudines
Famili : Chelonidae
Genus : Chelonia

Spesies : Chelonia myd

Nama lokal: Penyu Hijau, Penyu Daging (Bali), Penyu Pendok (Karimun Jawa),
Penyu Sala (Sumbawa), Katuwang (Sumatera Barat),
Panyo’ Kambau (Paloh)

. . Direktorat Jendenl Pengelohan Ruang Last
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2. Penyu Lekang, Olive Ridley |Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)]

Kingdom :Animalia
Phylum : Chordata
Class : Reptilia

SubClass :Anapsida

Ordo : Testudines
Famili : Chelonidae
Genus : Lepidochelys

Namalokal: Penyu Sisik Semu, Penyu Lekang, Penyu Batu, Penyu Abu-abu,
Penyu Slengkrah (Jawa Timur), Panyo” Karahan (Paloh)

3. Penyu Belimbing, Leatherback Turtle [Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)]

Kingdom :Animalia
Phylum : Chordata

Class : Reptilia
SubClass : Anapsida
Ordo : Testudines
Famili : Dermochelydae
©WWF Indonesia
Genus : Dermochelys

Spesies : Dermochelys coriacea

Nama lokal : Penyu Belimbing, Panyo’ Timbau (Paloh)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut :
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4. Penyu Sisik, Hawksbill Turtle, [Eretmochelys imbricata (Eschscholtz, 1829)]

Kingdom :Animalia

Phylum :Chordata

Class : Reptilia

SubClass :Anapsida

Ordo : Testudines

Famili : Chelonidae

Genus : Eretmochelys

Spesies : Eretmochelys imbricata

Nama lokal: Penyu Sisik (Bali, Jawa Barat, Sumatera Barat, Pulau Seribu,
Sulawesi, Kalimantan Timur), Penyu Sisir (Madura), Penyu
Genting (Jawa Timur), Panyo’ Sisek (Paloh)

5. Penyu Tempayan, Loggerhead Turtle [Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Reptilia
SubClass : Anapsida

Ordo : Testudines
Famili : Chelonidae
Genus : Caretta

Spesies : Caretta caretta

Nama lokal : Penyu Karet, Penyu Merah, Penyu Tempayan

. . Direktorat Jenderal Pengeloaan Ruang Last
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6. Penyu Pipih, Flatback Turtle [Natator depressus (Garman, 1880)]

Kingdom :Animalia
Phylum : Chordata
Class : Reptilia

SubClass :Anapsida

Ordo : Testudines

Famili : Chelonidae : .
©WWF Indonesia

Genus : Natator

Spesies : Natator depressu

Nama lokal : Penyu Pipih

m Anatomi Penyu

Pengenalan terhadap bagian-bagian tubuh penyu beserta
fungsinya sangat diperlukan agar dapat melakukan identifikasi
dengan baik. Anatomi ekstrernal penyu disajikan pada Gambar
2.1. Secara umum, tubuh penyu terdiri dari bagian-bagian:

1) Karapas,yaitu bagiantubuh yangdilapisi zat tanduk, terdapat
di bagian punggung danberfungsi sebagai pelindung.

2) Plastron, yaitu lapisan tubuh bagian bawah sebagai penutup
padabagian dadadan perut.

3) Infra Marginal, yaitu keping penghubung antara bagian
pinggir karapas dengan plastron. Bagian ini dapat digunakan
sebagaisalah satu kunciidentifikasi.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Reang Laut : '
L o ) Pepr—r—



RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) |Konservasl PENYU

4)

5)

6)

7)

8)

Flipper depan, yaitu sirip atau kaki bagian depan yang
berfungsi sebagaialat dayung.

Flipper belakang, yaitu kaki bagian belakang (pore fliffer),
berfungsi sebagai alat penggali dan ke mudi.

Scutes Vertebrae adalah lapisan keratin berupa lempengan
sisikyang ditemukan padabagian tengah karapas.

Scutes Costal adalah lempengan sisik yang ditemukan pada
bagiansamping karapas

Scales adalah lempengan sisik yang menutup bagian Flipper

dan kepala.
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Dorsal/ Atas Ventral/ Bawah Head/ Kepala

Gambar 2.1. Anatomi eksternal penyu
(Sumber: Wyneken, 1996)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut . l
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Morfologi Penyu

Perbedaan karakteristik eksternal antar spesies penyu
terletak pada:

1. Jeniscangkangnya (lunak atau keras) serta ada atau tidaknya
lempengan sisik di kepala (scales) dandikarapas (scutes).

2. Jumlah dan susunanlempengan (scutes) pada cangkang, baik
cangkang bagian atas (karapas) maupun cangkang bagian
bawah (plastron).

3. Jumlahlempengan sisik (scales) padakepala.

Identifikasi penyu berdasarkan bentuk luar (morfologi)
setiap jenis dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tata cara atau kunci
identifikasi jenis penyu berdasarkan ciri-ciri morfologi dapat
dilihatpada Gambar 2.2, sedangkan ciri-ciri morfologi tukik penyu
disajikanpadaTabel 2.2.
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Tabel 2.1. Identifikasi penyu berdasarkan karakteristik eksternal
(morfologi)

Karakteristik Eksternal
Jenis [umlah scutes Jumlah scutes jumiah Jumliah scales
cangkang oostal (pada inframarginal scales postocular/
/ Shell karapas) (pada prefrontal posorbital
plastron)

Kode Spesies/

Jenis Penyu

Penyu belimbing Lunak -
(Dermochelys coriacea)
Penyu hijau Keras 4 pasang 4 pasang 1 pasang 4 pasang
(Chelonia mydas)
Penyu pipih Keras 4 pasang 4 pasang 1 pasang 3 pasang
(Natator depressus)
Penyu sisik Keras 4 pasang 1 pasang 2 pasang 3 pasang
(Eretmochelys
imbricate)
Penyu tempayan Keras 5 pasang 3 pasang 2 pasang 3 pasang
(Caretta caretta)
Penyu lekang Keras 5 pasang 4 pasang 2 pasang 3 pasang
(Lepidochelys olivacea) atau lebih

Catatan:

a. Penyu pipih (Natator depressus) endemik di perairan Australia dan
sangat jarang ditemukan diIndonesia.

b.  Costal scutes penyu sisik (Eretmochelys imbricate) cenderung tumpang
tindih/overlapping.

G Pada scutes inframarginal penyu lekang (Lepidochelys olivacea)
terdapatlubang-lubang/pores.

Aﬂ‘l o a
P L
'@ -
-:--~" - -
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carapace|

Jumilah scutes inframarginal

Jumiah scales prefrontal

Jumiah scales

Tak ada scutes costal

12k asa sale peefrontad

postoculat/posiorbital

TR )

Lk asd seales postoculdr

Pernyu
belimbing

%g { PNy
-~ d — \
2, Y- 2\

» 3
\ . —r' T
D) LY i
< . \x
et

o

Penyu
hijau

£ paiing sw

wie s povfromidi

3 panang 5

3 pasarig soales postoviilar

4 pasang scwter costal 4 pasary wowtes inframarygrnad I pasary scades profrovtal < pasangy 5 PORtoc T
r's LY -\ X -,
Ly 3
{ : \ . r./""’ \
: ro=s a J W o 3 A
T o ~ s s
P 87 %
 JA - 2 XY W e - Pernyu
) B~ Y\ -
| \ : pipih
H 4 .i
v 4 4
Y 1 .
o 2. §
2R Y
vl 4
=

Farn S <N
:,-fp.'\'

rig scutes miframangral

& pensa sole s pevfrontad

§ pasaryg siales postocular

Gambar2.2.

(morfologi) (Sumber: Adnyanaetal., 2008)

Kunciidentifikasi penyu berdasarkan karakteristik eksternal

-

Direktorat jenderal Pengelolaan Ruang Lawt
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Tabel 2.2. Ciri-ciri bentuk luar (morfologi) tukik setiap jenis penyu

No. Jenis Penyu Ciri-ciri Morfologi

1 Penyu hijau Karapas melebar, berwarna kehitaman pada bagian karapas
(Chelonia mydas) dan bagian tepi karapas bergaris putih tipis serta plastron
berwarna putih. Jumlah scales dan scutes sama dengan
penyu hijau dewasa.

2 Penyu pipih Ukuran lebih besar dari tukik penyu hijau. Karapas meluas,
(Natator depressus) berbentuk oval tidak meruncing di belakang, berwarna
keabuan pada bagian karapas dan pada bagian tepi karapas
berwarna putih lebih lebih lebar dari penyu hi  jau. Jumlah
scales dan scutes sama dengan penyu pipih dewasa

3 Penyu lekang Jumlah scales dan scutes sama dengan penyu lekang
(Lepidochelys dewasa. Berwarna hitam pekat secara keseluruhan dan
olivacea) memiliki sisik semu.

4 Penyu sisik Jumlah scales dan scutes sama dengan penyu sisik dewasa.
(Eretmochelys Berwarna coklat kehitaman dan bentuk karapas
imbricate) memanjang.

5 Penyu belimbing Karapas berbentuk buah belimbing dan berwarna hitam
(Dermochelys berbintik putih.
coriacea)

6 Penyu tempayan Jumlah scales dan scutes sama dengan penyu tempayan
(Caretta caretia) dewasa berwarna kecoklatan dan memiliki bentuk karapas

memanjang seperti bentuk tempayan.

P2 Y Reproduksi Penyu

Reproduksi penyu adalah proses regenerasi yang dilakukan
penyu dewasa jantan dan betina melalui tahapan perkawinan,
peneluran sampai menghasilkan generasi baru (tukik). Tahapan
reproduksi penyudapatdijelaskan sebagai berikut:

a. Perkawinan

Penyu melakukan perkawinan dengan cara penyu jantan
bertengger di atas punggung penyu betina (Gambar 2.3 dan
Gambar 2.4). Tidak banyak regenerasi yang dihasilkan seekor

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut :
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penyu, dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor
penyu betina, paling banyak 1-3% yang berhasil mencapai
dewasa. Penyu melakukan perkawinan di dalam air laut,
terkecuali pada kasus penyu tempayan yang akan melakukan
perkawinan meski dalam penangkaran apabila telah tiba masa
kawin. Pada waktu akan kawin, alat kelamin penyu jantan yang
berbentuk ekor akan memanjang ke belakang sambil berenang
mengikuti kemana penyu betina berenang. Penyu jantan
kemudian naik ke punggungbetina untuk melakukan perkawinan.
Selama perkawinan berlangsung, penyu jantan menggunakan
kuku kaki depan untuk menjepit tubuh penyu betina agar tidak
mudah lepas. Kedua penyu yang sedang kawin tersebut timbul
tenggelam di permukaan air dalam waktu cukup lama, bisa
mencapai 6 jam lebih. Umumnya, proses perkawinan terjadi di
perairandangkal dan dekatlokasi peneluran.

PANTAI PENELURAN

Gambar 2.3. Perkawinan dan lokasi peneluran penyu
(Sumber : WWF Indonesia)
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Gambar2.4. Perkawinan penyu di perairan dangkal, mengambang
dibawa arus dan dapat menghabiskan waktu berjam-jam
sekitar2-3 jam (Sumber: WWF-Indonesia)

Untuk membedakan kelamin penyu dapat dilakukan dengan
cara "sexual dimorphism”, yaitu membedakan melalui ukuran
ekor khususnya pada penyu dewasa yaitu untuk penyu Betina
Dewasa memiliki ekor pendek atau sedikit melibihi karapas
sedangkan pada penyu Jantan Dewasa ekor Panjang menjulur
keluar hingga keluar bagian karapas belakang (Gambar 2.5).
Sedangkan penyu muda dan tukik belum bisa dibedakan jenis
kelaminnya berdasarkan morfologi eksternalnya (Suprapti,
2006).
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~

PENYU JANTAN PENYU BETINA

Gambar2.5. Perbedaan jenis kelamin penyu. Kiri: jantan; Kanan: betina
(Sumber: WWF Indonesia)

Setiap jenis penyu melakukan kopulasi di daerah sub-tidal
pada saat menjelang sore hari atau pada matahari baru terbit.
Setelah 2-3 kali melakukan kopulasi, beberapa minggu kemudian
penyu betina akan mencari daerah peneluran yang cocok
sepanjang pantai yang diinginkan.

b. PerilakuPeneluran

Ketika akan bertelur penyu akan naik ke pantai. Hanya penyu
betina yang datang ke daerah peneluran, sedangkan penyu jantan
berada di daerah sub-tidal. Penyu bertelur dengan tingkah laku
yang berbeda sesuai dengan spesies masing-masing. Setiap
spesies penyu memiliki waktu (timing) peneluran yang berbeda
satusama lain, sepertiyangtersebut pada Tabel 2.3.

< : Direktorat jenderal Pengelolaan Ruang Lawt
Kementerian Kelautan Dan "’"‘"’""Imm Konservasi dan Keandkaragamas Kapt Laut
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Tabel 2.3. Waktu (Timing) peneluran menurut spesies (jenis) penyu

No. Jenis Penyu Waktu Peneluran

1 Penyu Hijau Mulai matahari tenggelam dan paling banyak
(Chelonia mydas) ditemukan ketika suasana gelap gulita (jam

21.00-02.00).

2 Penyu Pipih Malam & Siang
(Natator depressus)

3 Penyu Abu-abu Saat menjelang malam (jam 20.00-24.00)
(Lepidochelys olivacea)

4 Penyu Sisik Waktu peneluran tidak dapat diduga, kadang
(Eretmochelys imbricate) malam hari tetapi bisa siang hari

5 Penyu Belimbing Ketika malam mulai menjelang jam 20.00 -
(Dermochelys coriacea) 03.00

6 Penyu Tempayan Malam
(Caretta caretta)

Tahapan bertelur pada berbagai jenis penyu umumnya
berpola sama sebagaimana disajikan pada Gambar 2.6. Tahapan
yang dilakukan dalam proses beteluradalah sebagai berikut:

= Penyu merayap menuju pantai, muncul dari hempasan
ombak

. Naik ke pantai, diam sebentar dan melihat sekelilingnya,
bergerak melacak pasir yang cocok untuk membuat sarang.
Jika tidak cocok, penyuakan mencari tempatlain.

=  Menggali lubang untuk tumpuan tubuhnya (body pit),
dilanjutkan menggali sarang telur di dalam body pit.

- Penyu mengeluarkan telurnya satu per satu, kadangkala
serentak dua sampai tiga telur. Ekor penyu melengkung
ketikabertelur.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut :
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*  Umumnya penyu membutuhkan waktu masing-masing 45
menit untuk menggali sarang dan 10- 20 menit untuk
meletakkan telurnya.

=  Sarang telur ditimbun dengan pasir menggunakan flipper
belakang, lalu menimbun kubangan (body pit) dengan ke
empatkakinya.

= Membuat penyamaran jejak untuk menghilangkan lokasi
bertelurnya.

= Kembali ke laut, menuju deburan ombak dan menghilang
diantara gelombang. Pergerakan penyu ketika kembali ke
laut ada yang bergerak lurus atau melalui jalan berkelok-
kelok.

=  Penyu betinaakan kembali ke ruaya pakannya setelah musim
peneluran berakhir, dan tidak akan bertelur lagi untuk 2 - 8
tahun mendatang.




REN CANA AKSI NASIONAL (RAN) I Konservasi PENYU

K. Menautup lobang badan

7. Menutup lobang telur

3. Membersibhan fempat N S, Meuggall babung belur
bertelur

{, Menggali lobang budan

B Tidak oda gaagzman, Tidak wds cxhayn, Tidok sda gerakan,
Gangguan torhatas, Cahayn dari sl somping,
B Kegiatan yung ticak berbahaya (cuhaya, Pengukaran, dif).

Gambar 2.6. Gambaran tahapan penyu bertelur
(Sumber : WWF Indonesia)

Direktorat jenderal Pengelolaan Reang Laut S
e e e o i e e e



RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) I Konservasi PENYU

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa dalam tahapan
penyu bertelur terdapat tahap sensitif (merah), semi sensitif
(kuning) dan tidak sensitif (hijau). Oleh karenanya dalam
melakukan aktifitas di pantai (monitoring, pendataan maupun
ekowisata) sebaiknya dilakukan pada tahapan berwarna Hijau
dan/ atau kuning agar tidak menggangu penyu yang hendak
bertelur di pantai.

V2 siklus Hidup

Seluruh spesies penyu memiliki siklus hidup yang sama.
Penyu mempunyai pertumbuhan yang sangat lambat dan
memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk mencapai usia
reproduksi. Penyu dewasa hidup bertahun-tahun di satu tempat
sebelum bermigrasi untuk kawin dengan menempuh jarak yang
jauh (hingga 3000 km) dari ruaya pakan ke pantai peneluran. Pada
umur yang belum terlalu diketahui (sekitar 20-50 tahun) penyu
jantan dan betina bermigrasi ke daerah peneluran di sekitar
daerah kelahirannya. Perkawinan penyu dewasa terjadi di lepas
pantai satu atau dua bulan sebelum peneluran pertama di musim
tersebut. Baik penyu jantan maupun betina memiliki beberapa
pasangan kawin.

Penyu betina menyimpan sperma penyu jantan di dalam
tubuhnya untuk membuahi tiga hingga tujuh kumpulan telur
(nantinya menjadi 3-7 sarang) yang akan ditelurkan pada musim
tersebut. Penyu jantan biasanya kembali ke ruaya pakannya
sesudah penyu betina menyelesaikan kegiatan bertelur dua

, . Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Last
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mingguan di pantai. Penyu betina akan keluar dari laut jika telah
siap untuk bertelur, dengan menggunakan sirip depannya
menyeret tubuhnya ke pantai peneluran. Penyu betina membuat
kubangan atau lubang badan (body pit) dengan sirip depannya
lalumenggalilubang untuk sarang sedalam 30-60 cm dengan sirip
belakang. jika pasirnya terlalu kering dan tidak cocok untuk
bertelur; si penyu akan berpindah ke lokasi lain.

Penyu mempunyai sifat kembali ke rumah ("Strong homing
instinct”) yang kuat (Clark, 1967, Mc Connaughey, 1974; Mortimer
dan Carr, 1987; Nuitja, 1991), yaitu migrasi antara lokasi mencari
makan (Feeding grounds) dengan lokasi bertelur (breeding
ground). Migrasi ini dapat berubah akibat berbagai alasan,
misalnya perubahan iklim, kelangkaan pakan di alam, banyaknya
predator termasuk gangguan manusia, dan terjadi bencana alam
yang hebat di daerah peneluran, misalnya tsunami. Siklus hidup
penyusecara umum dapat dilihat pada skema pada Gambar 2.7.
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Siklus Hidup Penyu Laut Secara Umum

Daecrah pakan di dasar perairan pesisir yang dangkal

Urmur marrgal pertama sekutar
20 - 80 tatwn Uik kywin

'
Daerah pakan di

permukaan laut lepas
Tahun-tahun yang hiang™

A%y

Pantai peneciuran
Meletaikkkan beberapa sarang telur

Gambar 2.7. Skema siklus hidup penyu (Sumber: WWF Indonesia)
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P27 Sebaran Jenis Penyu

Perairan Indonesia adalah habitat bagi 6 jenis penyu. Secara
umum sebaranhabitatdapatdilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Sebaran penyu di perairan Indonesia
(Sumber : Dit KKBHL -Kemenhut 201 2)

NO SPESIES SEBARAN

1 | Penyu hijau Di seluruh perairan Indonesia : perairan Barat Ind onesia (Aceh,
Sumatera Barat, Kep. Riau, Bangka Belitung), perairan Tengah (Kep.
Seribu, Jawa Barat, Karimun Jawa, Kalimantan Barat , Kalimantan
Timur; Jawa Timur), Kawasan Timur (Sulawesi, Bali, NTT, NTB,
Maluku, Papua)

2 | Penyu pipih Perairan Nusa Tenggara Timur /Maluku yang berbatasan dengan
perairan Utara Australia

3 | Penyulekang | Ditemukan di perairan pantai di JawaTimur, peraira n Bali, Nusa
Tenggara Timur dan Papua.

4 | Penyu sisik Di seluruh perairan Indonesia, terutama pada pantai -pantai /daerah
terumbu karang di pulau-pulau kecil seperti di Laut jawa, Kepulauan
Riau, Laut Flores, Selat Makassar, Selat Karimata, Bali dan kawasa n
terumbu karang lainnya

5 | Penyu Perairan Samudera Hindia (Barat Sumatera, Selatan Jawa), Perairan
belimbing Laut Cina Selatan (Paloh), Perairan Samudera Pasifik (kawasan
kepala burung Papua), perairan Maluku.
6 | Penyu Perairan TN Komodo, perair an Taka Bonerate, Kep. Banggai dan
tempayan perairan NTB

(Sumber : Dit KKBHL -Kemenhut 2012)
Karakteristik Habitat Peneluran

Semua jenis penyu memilih daerah penelurannya di pantai
laut yang memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan
kebutuhannya terkait kedekatannya dengan feeding ground,
kemudahan untuk merayap dan membuat sarang, serta aman dari
gangguan manusia. Karakteristik pasir sebagai tempat penyu
bertelur juga berbeda-beda. Secara umum tempat pilihan bertelur

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut .
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merupakan zona supratidal berpasir halus atau kasar yang luas
danlandai.

Jenis tanaman atau formasi vegetasi pantai yang umumnya
dijumpai di sepanjang daerah peneluran penyu dari daerah pantai
ke arah daratan antara lain jenis tanaman Pioner, Pandanus spp,

Hibiscus tiliaceus (Waru), Gynura procumbens , Hernandia peltata
(Malapari), Terminalia catappa (Ketapang), Cycas rumphii
(rumput), Callophyllum inophyllum (Nyamplung), Canavalia
ensiformis, Cynodondactylon, dan lainnya. Contoh habitat
peneluran penyu disajikan pada Gambar 2.8.

Gambar2.8. Formasi vegetasi dan kondisi pantai peneluran penyu di
daerah peneluran penyu (penyu hijau dan penyu sisik) di
Paloh, Kalimantan Barat (Sumber : WWF Indonesia)

, . Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Last
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Hasil penelitian di berbagai kawasan dunia sejak tahun 1968
hingga 2009 diperoleh kesimpulan tentang karakteristik habitat
untuk masing-masing spesies penyu seperti disajikan pada Tabel

2.5

Tabel 2.5. Karakteristik habitat peneluran beberapa jenis penyu

SPESIES

Penyu hijau

KARAKTERISTIK HABITAT

Pantai lebar, berpasir putih dan tebal; kemiringan pantai relatife
landai; sepi dari gangguan manusia; vegetasi pantai berupa
pandan laut, ketapang, waru dan tumbuhan bawah Ipomoea pes-
caprae.

2 Penyu pipih

Pantai lebar, berpasir putih dan tebal;; kemiringan pantai relatife
landai; sepi dariga ngguan manusia; tidak terdapat vegetasi
pantai. Hanya ada rumput-rumputan/tumbuhan bawah

3 Penyu lekang

Pantai berpasir kehitaman, mengandung liat; seri ng dekat muara
sungai, kemiringan pantai relatife landai; sepi dari gangguan

manusia

4 Penyu sisik

Pantai bertekstur pecahan koral atau pasir putih kasar; hasil
hempasan ombak laut. Banyak dijumpai di pulau -pulau
karang/pulau-pulau kecil

Penyu belimbing

Sama dengan habitat peneluran penyu hijau

=) (&}

Penyu tempayan

Pantai lebar berpasir silikat ukuranme  dium, ditemukan juga
bertelur di pantai berkoral
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Bab.3

Regulasi

Kompleksitas isu penyu Laut, tak terpungkiri, berdampak
pada pengaturan pengelolaan dan konservasinya. Pengalaman
menunjukkan bahwa tak satu aturanpun mampu menjawab
kompleksitas permasalahan ini. Seluruh aturan mesti
dipergunakan secara bersamaan. Aturan-aturan baru mesti
dibangun untuk mengisi kesenjangan yang masih tersisa. Luasnya
cakupan siklus hidup mengharuskan adanya pengaturan yang
meliputi daratan (pantai), wilayah perairan pesisir (hingga 12
mil), zona ekonomi ekslusif, sampai di lautan lepas. Sifat-sifat
migrasinya yang cenderung lintas negara mewajibkan adanya
pengaturan bilateral, tri nasional, bahkan regional. Kompleksitas
dampak sosial-ekonomi yang muncul pada setiap keputusan
pengelolaannya memandatkan adanya partisipasi aktif dan
progresif dari berbagai pihak. Hal terakhir ini, barangkali adalah
salah satu faktor penting yang mendasari keterlibatan lembaga -
lembaga keagamaan serta komunitas Adat dalam upaya
penyelamatan populasi penyu.
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3.1.1 RegulasiPerlindungan Penyu Lautdi Indonesia

Perlindungan penyu Laut di Indonesia dilakukan sejak tahun
1978 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian
nomor 327/Kpts/Um/5/1978 tentang status proteksi untuk
penyu Belimbing (Dermochelys coriacea). Dua tahun setelah itu,
Menteri Pertanian kembali mengeluarkan Surat Keputusan nomor
716 /Kpts/-10/1980 untuk melindungi dua jenis penyu Laut yaitu
penyu Lekang atau Sisik Semu (Lepidochelys olivacea) dan Penyu
Bromo (Caretta caretta). Pada tahun 1990, dikeluarkan Undang-
Undang (UU) nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bagian yang relevan untuk
perlindungan penyu Lautadalah Pasal 21 Ayat 2 dan Pasal 40 Ayat
2. Pada Pasal 21 (2), setiap orang dilarang untuk : (a) menangkap,
melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam
keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam
keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu
tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
(d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang
yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya
dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar
Indonesia; serta (e) mengambil, merusak, memusnahkan,
memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau
sarang satwa yang dillindungi. Pada Pasal 40 (2) dinyatakan
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bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan diberlakukannya
UU No. 5/1990 ini, hanya tiga jenis penyu Laut yaitu penyu
Belimbing, Lekang dan Bromo yang secara hukum terlindungi.
Tambahan dua jenis lainnya terjadi pada tahun 1992 dan 1996
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
882 /Kpts/-11/1992 dan No. 771 /Kpts/-11/1996 tentang (secara
berurutan) status perlindungan terhadap penyu Pipih (Natator
depressus) dan penyu Sisik (Eretmochelis imbricata).
Perlindungan terhadap penyu Hijau (Chelonia mydas), jenis yang
paling banyak ditangkap dan diperdagangkan untuk konsumsi
terjadi pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 7/1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa. Pada Pasal 4(1) PP ini dinyatakan bahwa
jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan: (a)
tumbuhan dan satwa yangdilindungi dan (b) tumbuhan dansatwa
yang tidak dilindungi. (2) Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang
dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini. (3)
Perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi
menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas
Keilmuan (Scientific Authority). Untuk mengakomodasi
kepentingan pemanfaatan satwa dilindungi (termasuk penyu
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Laut) maka bersamaandengan PP No.7/1999ini juga dikeluarkan
PPNo.8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Beberapa peraturan lain yang juga relevan dengan
perlindungan penyu Laut dan habitatnya adalah Surat Keputusan
Menteri Kehutanan nomor 447/2003 tentang Tata Usaha
Pengambilan, Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa
Liar, UU No. 31 /2004 tentang Perikanan, UU No. 27/2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PP No.
60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya lkan, Peraturan
Menteri Kelautan nomor 17/2008 tentang Kawasan Konservasidi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Menteri
Kelautan nomor 02/2009 tentang Tatacara Penetapan Kawasan
Konservasi Perairan.

3.1.2 Regulasilnternasional/Regional

Penyu adalah satwa penjelajah dengan lingkupan ruaya hidup
ribuan kilometer. Dengan demikian, upaya perlindungan optimal
hanya bisa dilakukan jika ada kerjasama dan koordinasi antar
negara. Kesepakatan tentang pengelolaan penyu secara
Internasional yang paling populeradalah Konvensi dalam Lingkup
Perdagangan Internasional Satwa Terancam Punah (Convention
on International Trade in Endangered Species — CITES). CITES
berlaku sejak tahun 1978 dan hingga saat ini diratifikasi oleh 180
negara. Semua jenis penyu Lautmasuk di Appendix-1, yang berarti
pelarangan perdagangan internasional penyu Laut dan semua
produknya. Walaupun kesepakatan ini sukses menekan
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perdagangan internasional, namun tidak relevan untuk
menanggulangi mortalitas akibat:

(1) Mortalitas akibat aktivitas perikanan (pukat, rawai, dan
sebagainya)

(2) Pengambilan langsung (penyu dan telurnya) untuk
kepentingan domestik

(3) Destruksi/degradasi habitat

Kesepakatan lainnya adalah konvensi dalam Bidang
Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity-CBD).
Konvensi ini mulai berlaku sejak tahun 1993. Hingga saat ini
sejumlah 183 negara telah meratifikasinya. Pada hakekatnya, ini
adalah konvensi tentang konservasi dan pemanfaatan
berkelanjutan keanekaragaman hayati. Walaupun tidak
menyebutkan penyu secara spesifik, namun, konvensi ini
setidaknya menyediakan ruang dan mekanisme bagi perencanaan
dan proteksi habitat di tingkat nasional maupun regional,
walaupun tidak se-spesifik kesepakatan-kesepakatan lain seperti
CITES dan Convention on the Conservation of Migratory Species of
Wild Animals (CMS).

Kesepakatan ditingkat regional lainnya adalah Konvensi
tentang Konservasi Satwa Liar Bermigrasi (Convention on the
Conservation of Migratory Species of Wild Animal- CMS) yang
dikenal dengan istilah Bonn Convention. Konvensi ini disepakati
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tanggal 3 Juni 1979, kemudian diberlakukan mulai tahun 1983.
Hingga kini, konvensi ini telah didukung oleh 79 negara.
Substansinya komplementer terhadap CBD, CITES, RAMSAR, World
Heritage Convention dan Konvensi Internasional tentang
Pengaturan Penangkapan Ikan Paus. Dalam CMS, enam spesies
penyu didaftar dengan kategori terancam punah, dan satu spesies
dikategorikan ringkih (vulnerable — bisa terancam punah jika tak
ada tindakan memadai). CMS menetapkan agar dilakukan
kerjasama internasional dalam konservasi ke tujuh spesies penyu
Laut. CMS juga telah mengeluarkan resolusi yang berhubungan
dengan by-catch dan upaya mitigasinya (tahun 1999). Negara-
negara yang tidak menandatangani CMS bisa berpartisipasi
melalui jalinan nota-nota kesepahaman (MOU) yang dibangun
dibawah payung CMS. Saat ini, ada tiga MOU yang masuk kategori
ini, yaitu:

(1) MoUon Siberian Cranes of Asia (diadopsi 1993; diamandemen
tahun 1998);

(2) MoU on Marine Turtle of the Atlantic Coast of Africa
(disepakatiMei 1999; dikuti 12 negara); serta

(3) MoU-IOSEA (disepakati Juni 2001, diikuti oleh 35 dari 44
negarayang ditarget).

Dalam kerangka I0OSEA (Indian Ocean South East Asia Marine
Turtle Memorandum of Understanding), Indonesia termasuk
negara yang menyepakati kerangka kerjasama tersebut sejak
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tahun 2005 dengan tujuan antara lain untuk melindungi,
melestarikan, mengembalikan dan memulihkan penyu laut dan
habitatnya, berdasarkan pada bukti ilmiah terbaik, dengan
memperhatikan karakteristik lingkungan, sosio-ekonomi dan
budaya Negara-negarapenandatangan.

Pada tingkat regional Indonesian juga terlibat secara aktif
dalam beberapa kerangka kerjasama antaralain:

(1) BSSE (Bismarck — Salomon Seas Ecoregion) antara Indonesia,
PNG, Salomon Island dan negara-negara di Pasific terutama
untuk perlindungan Penyu Belimbing

(2) SSME (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion) antara Indonesia,
Malaysia dan Filipina, terkait koridor penyu di kawasan
perairanlaut Suludan Sulawesi .

(3) CTI (Coral triangle Initiative). Kerjama antara 6 negara di
kawasang coral triangle (Indonesia, Malaysia, Filipina,
Salomon, Papua New Guinea, Timor Leste). Terdapat
working group khusus tentang Species tang Terancam
(Threatened Species Working Group) dengan spesies target
pengelolaan antaralain penyu, hiu,dan burung laut.

(4) MoU of ASEAN Sea Turtle Conservation and Protection,
merupakan kesepakatan 10 negara anggota ASEAN untuk
perlindungan seluruh jenis penyu yang hidup di negara
masing-masing. Kesepakatan ini ditanda tangani di Bangkok
padatanggal 17 September 1997.
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5] Lembaga Pengelola

Masalah pengelolaan penyu menyangkut berbagai macam
kepentingan yang melibatkan berbagai instansi di pusat hingga di
daerah baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengelolaan
penyudiIndonesia umumnya dilakukan oleh instansi pemerintah
sesuai dengan tupoksi yang dimandatkan oleh undang-undang
dan kebijakan pemerintah lainnya. Kementerian Kehutanan telah
melakukan pengelolaan penyu di kawasan konservasi dan
ekosistem esensial, dan Kemenetrian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemeterian Dalam Negeri
serta Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan penyu sesuai
dengan tupoksi dan kewenangannya masing-masing

Salah satu ancaman terhadap populasi penyu di alam adalah
kegiatan penangkapan penyu. Pengendalian terhadap kegiatan
penangkapan penyu di alam sulit dilakukan, karena pada
umumnya daerah penangkapan terletak di kawasan perairan
terpencil, sehingga sulit untuk dijangkau serta sarana prasarana
yang kurang memadai. Disamping itu tingginya harga jual penyu
mendorong berbagai pihak untuk menangkap serta
memperdagangkan penyu dan bagian-bagiannya di berbagai
daerah. Oleh karenaitudiperlukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pengelolaan penyu baik pengambilan telur penyu dan
pelarangan pemanfaatan penyu secara ekstraktif sebagai spesies
yang dilindungi.
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53] Status Populasi

Informasi tentang status populasi penyu secara nasional
masih belum tersedia, pemantauan populasi penyu baru
dilakukan pada beberapa daerah peneluran yang sudah
ditetapkan menjadi kawasan konservasi. Beberapa daerah
peneluran yang secara rutin telah dilakukan pemantauan
populasinya diantaranya adalah: populasi penyu belimbing di
Jamursba Medi-Papua, populasi penyu hijau di Berau-Kalimantan
Timur, populasi penyu hijau di Pantai Sukamade-Jawa Timur,
populasi penyu hijau di Pantai Paloh-Kalimantan Barat, populasi
penyu hijau di SM Cikepuh dan CA Cibanteng-Jawa Barat, populasi
penyu abu-abu di Ngagelan-Jawa Timur, populasi penyu lekang di
Pantai Perancak-Bali, populasi penyu hijau dan penyu sisik di
Taman Nasional Karimunjawa-Jawa Tengah, populasi penyu sisik
di pantai peneluran TN. Kepulauan Seribu-Jakarta, populasi penyu
hijau di Pulau Piai-Raja Ampat. Pemantauan populasi pada pantai-
pantai peneluran yang merupakan kawasan konservasi tersebut
dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
bersama dengan WWF Indonesia.

Status populasi penyu pada habitat peneluran yang menjadi
target dalam dokumen rencana aksi ini belum banyak dilakukan,
sehingga status populasinya belum diketahui. Walaupun
demikian, secara umum status populasi penyu secara umum
cenderung mengalami penurunan.
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57T Pemetaan Jalur Ruaya

Perairan Indonesia yang terletak di antara Samudera pasifik
dan Samudara Hinda, merupakan lintasan migrasi bagi berbagai
jenis biota laut, termasuk Penyu. Pemetaan jalur ruaya penyu
sudah mulai dilakukan pada beberapa pantai peneluran, pada
setiap daerah peneluran bisa ditemukan satu spesies atau lebih
penyu yang bertelur. Pemetaan jalur ruaya penyu dilakukan
dengan memasangkan taging satelit di lokasi peneluran penyu,
dengan pemasangan taging satelit ini arah ruaya penyu dapat
diketahui. Peta gabungan jalur ruaya penyu untuk beberapa
spesies dapatdilihat pada Gambar 3.1, sedangkan informasi jalur
ruaya penyu yang dilakukan pada beberapa lokasi akan dijelaskan
pada bagian selanjutnya.
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Gambar 3.1 Peta jalur migrasi penyu di Indonesia (KKP-Kemenhut, 2010)
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3.4.1 Jalur Ruaya Penyu Belimbing di Jamursba Media -
Papua Barat

Penyu belimbing diketahui memiliki kisaran pergerakan yang
paling luas dibandingkan dengan reptil lautan lainnya, telah
terbukti bermigrasi melintasi Samudera Pasifik maupun Atlantik
(Ferraroliet al.,. 2004; Hays et al.,. 2004; James et al,,. 2005; Eckert
2006; Benson et al,. 2007b). Penyu belimbing yang bertelur di
Amerika Tengah dan Meksiko diketahui bermigrasi kearah selatan
menuju perairan hangat/tropis Pasifik selatan (Eckert dan Sarti
1997).

Studi yang dilakukan terhadap sembilan ekor penyu
belimbing pasca bertelur di pantai peneluran Jamursba Medi
menunjukkan bahwa penyu-penyu tersebut bergerak menuju
berbagai perairan tropis, yaitu ke perairan Philipina dan Malaysia,
perairan di Jepang, hingga menyeberangi equatorial Pasifik ke
perairan hangat di Amerika Utara (Benson et al,, 2007). Penyu
belimbing yang menyeberangi Samudera Pasifik tiba di Perairan
dekat Oregon-USA pada Bulan Agustus, saat tingginya agregasi
ubur-ubur (Shenker 1984). Ini menunjukkan bahwa tujuan
migrasi berhubungan dengan tersedianya sumber pakan (Benson
et al, 2007). Hubungan langsung antara lokasi peneluran Pasifik
Barat dan ruaya pakan di Timur Laut Pasifik menegaskan konklusi
mengenai strukturstok (genetik) oleh Dutton etal, (2000).
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Gambar3.2.
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Gambar3.3.

Lintasan satelit telemetri 6 penyu Belimbing pasca-bertelur
yang bergerak kearah Utara atau Timur Laut dari Jamursba
Medi, Indonesia (tanda bintang).Lingkaran kecil hitam
sepanjang lintasan menunjukkan lokasi bulanan.Lingkaran
kosongbesar menunjukkan lokasi transmisi terakhir.

100€ 10E 120E 130 E

Lintasan satelit telemetri tiga penyu Belimbing pasca-bertelur
yang bergerak kearah Barat dari Jamursba MediIndonesia
(tanda bintang). Lingkaran kecil hitam/penuh menunjukkan
lokasi bulanan, sedangkan lingkaran besar kosong
menunjukkan lokasi transmisi terakhir. (WWF Indonesia)
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3.4.2 Jalur Migrasi Penyu Lekang di Alas Purwo dan
Jamursba Medi

Penelusuran pergerakan pasca-bertelur terhadap penyu
lekang telah dilakukan di dua wilayah peneluran, yaitu bagian
Selatan (Alas Purwo - Jawa Timur dan Bali) serta Utara (Jamursba
Medi dan Kaironi, Papua). Dari empat penyu yang diamati di
wilayah selatan, 3 ekor (75%) bermigrasi kearah Barat menuju
perairan Provinsi Jawa Barat, sedangkan yang seekor bergerak
mengelilingi wilayah selatan dan timur Pulau Bali sebelum
bergerak menuju Laut Jawa. Sementara itu, seluruh (5 ekor) penyu
dari wilayah Utara bermigrasi menuju ke selatan hingga laut
Bandaserta Arafura (Gambar 3.4).
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Gambar3.4 Lintasan satelit telemetry penyu Lekang pasca-bertelur di Jawa
Timur (S - Alas Purwo) & Bali (B), Kepala BurungPapua (J -
Jamursba Medi; K - Kaironi). (WWF Indonesia)
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57 Perlindungan Habitat Peneluran

Analisis kesenjangan kawasan konservasi untuk
perlindungan penyu dilakukan untuk mengetahui sebarapa
banyak habitat penting untuk penyu (habitat peneluran, habitat
pakan, jalur migrasi dan habitat penting lainnya) yang telah
berada dan terlidnungi di dalam sistem kawasan konservasi
(KPA/KSA atau bentukkawasan perlindungan lainnya).

Analisis kesenjangan kawasan konservasi yang dilakukan
oleh Kemenhut-KKP dan lembaga mitra pada tahun 2010
menyatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 95 pantai (143
lokasi peneluran) peneluran utama di Indonesia, 47 pantai atau
sekitar 49 % pantai peneluran telah berada di dalam kawasan
konservasi. Dimana terdapat 16 pantai peneluran berada di dalam
Kawasan Taman Nasional seperti di Taman Nasional Kep. Seribu,
Karimun Jawa, Alas Purwo, Ujung Kulon, Taka Bonerate, Wakatobi,
Meru Beitiri Komodo dan lain sebagainya. Juga terdapat 7 pantai
peneluran yang dilindungi di dalam kawasan Cagar Alam/Cagar
Alam peraiarn serta 8 pantai peneluran yang berada di kawasan
taman wisata alam/taman wisata alam perairan.

Pantai peneluran yang cukup signifikan antara lain Pulau
Banyak, Pulau Sanggalaki , kawasan Jamursba Medi, Abun dan
beberapa kawasan lainnya. Data pada Tabel 3.1 menunjukkan
bahwa masih terdapat lebih dari 51 % kawasan pantai peneluran
penyu yang belum memiliki status perlindungan, dan tersebar di
seluruh Indonesia, mulai dari wilayah sumatera (NAD,Kepulauan
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Riau, Sumatera Barat), Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur), Sulawesi (Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi
Selatan), Kalimantan (Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur), Maluku dan Nusa Tenggara.

Untuk jalur migrasi penyu, juga tersebar diseluruh wilayah
perairan Indonesia, serta terdapat beberapa jalur yang melintasi
kawasan konservasi laut. Pada wilayah Sumatera, migrasi penyu
melintasi kawasan konservasi di Pulau Rempang, Bintan, Natuna
dan Senayang Lingga. Untuk wilayah Jawa, jalur migrasi melintasi
wilayah taman nasional alas purwo. Sedangkan untuk wilayah
Kalimantan, jalur migrasi melintasi kawasan konservasi di
Derawan dan Bengkayang.Untuk kawasan Nusa tenggara, jalur
migrasi melintasi kawasan TN Laut Sawu.Jalur migrasi penyu juga
mekintasi wilayah Papua Barat misalnya pada SM Jamursba medi,
Kep Wayag Sayang, Abun, Selat Dampier Tirosa.

Tabel 3.1. Sebaran dan status pantai peneluran penyu di Indonesia
(Sumber : Analisis Kesenjangan Kawasan kosnervasi, KKP-
Kemenhut, 2010)

PANTAI PENELURAN

PROPINSI TIDAK
DILINDUNGI pDILINDUNGI TOTAL

A | SUMATERA
1 | Nanggroe Aceh Darussalam 2 1 3
2 | Sumatera Utara 1 1
3 | Sumatera Barat 1 4 5
4 | Bangka Belitung 3 3
5 | Kepulauan Riau 1 4 5
6 | Lampung 2 2
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PANTAI PENELURAN

PROPINSI TIDAK
DILINDUNGI DILINDUNGI TOTAL

B | JAWA
7 | Banten 1 1
8 | DKI Jakarta 1 1
9 | Jawa Barat 3 1 4
10 | Jawa Tengah 1 1 2
11 | Jawa Timur 3 3 6
C | KALIMANTAN
12 | Kalimantan Barat 3 3
13 | Kalimantan Selatan 1 1
14 | Kalimantan Tengah 1 1
15 | Kalimantan Timur 1 1 2
D | SULAWESI
16 | Sulawesi Utara 1 2 3
17 | Gorontalo 1 1
18 | Sulawesi Barat 1 1
19 | Sulawesi Selatan 2 7 9
20 | Sulawesi Tengah 1 2 3
21 | Sulawesi Tenggara 2 3 5
E | BALL, NTB dan NTT
22 | Bali 2 1 3
23 | Nusa Tenggara Barat 3 3
24 | Nusa Tenggara Timur 5 5
F | MALUKU dan PAPUA
25 | Maluku 3 3 6
26 | Maluku Utara 2 2
27 | Papua Barat 8 4 12
28 | Papua 1 1 2
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517 Sejarah Pemanfaatan Penyu di Indonesia

Pemanfaatan penyu di Indonesia telah sejak lama dilakukan,
ratusan tahun yang lalu penyu telah biasa diburu oleh masyarakat
nelayan untuk dimanfaatkan daging dan telurnya, namun akhir-
akhir ini pemanfaatan penyu serta bagian-bagiannya untuk tujuan
komersial semakin berkembang seiring kemajuan teknologi dan
dibarengi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang pesat. Hal
ini mendorong terjadinya peningkatan mutu kehidupan dan
kebutuhan hidup yang semakin beragam. Dimana pada akhirnya
keberadaan penyu di alam semakin terancam akibat peningkatan
pemanfaatan biota ini baik dalam bentuk pemanfaatan daging
dan telurnya maupun karapasnya (khususnya penyu sisik).
Berdasarkan data statistik ekspor karapas penyu dari Indonesia
tercatat berkembang pesat dalam kurun waktu 1967 - 1993.
Puncak ekspor terlihat pada tahun 1978 dimana sekitar 230.000
karapas atau setara dengan 200.000 ekor penyu di ekspor ke
berbagai tujuan termasuk ke Jepang, Singapore, Korea dan
Hongkong. Namun setelah Indonesia meratifikasi CITES tahun
1979 perdagangan karapas penyu semakin diperketat dan
akhirnya berhenti total pada tahun 1993. Namun perdagangan
secara illegal baik di dalam maupun luar negeri disinyalir masih
terus berlangsung hingga saatinidan sulitterkontrol.

Pemanfaatan penyu khususnya di daerah peneluran potensial
pernah dikontrakan kepada pihak swasta oleh pemerintah
daerah. Seperti di pantai pangumbahan kabupaten Sukabumi
Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Berau Porvinsi Kalimantan Timur
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dan Kepulauan Riau Provinsi Riau. Kementerian Kehutanan
pernah menerbitkan Penetapan telur penyu hijau dan Penyu Sisik
di P. Tambelan Kep. Riau sebagai satwa buru sesuai SK. Menhut
Nomor 750/Kpts-11/1999 serta keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 751/Kpts-11/1999 tentang Tata Cara permohonan
pemberian dan pencabutan izin usaha berburu telur penyu hijau
(Chelonia mydas) dan Penyu sisik (Eretmochelys imbricata)
.Kepmenhut tersebut antara lain mengatur tentang waktu
pegambilan hanya berlaku 3 tahun, 50 % telur harus ditetaskan,
tukik dibesarkan 6 - 12 bulan dan harus dilepaskan ke alam.
Lokasi pengambilan harus diluar Suaka Alam dan Pelestarian
alam. Pemanfaatan penyu di pantai pangumbahan saat ini telah
dikelola oleh Pemerintah daerah Sukabumi.

Pemanfaatan daging penyu khususnya daging penyu hijau
oleh masyarakat Bali untuk kepentingan upacara adat telah
dilakukan sejak lama. Adapun upacara adat Hindu yang biasa
menggunakan penyu sebagai santapan antara lain upacara
ngaben, potong gigi, perkawinan dan wetonan. Terkait dengan hal
itu pemerintah Daerah Bali pernah menerbitkan SK. Gubernur
No0.22/1990 tentang Penerbitan Perburuan dan perlindungan
satwa liar serta pengaturan pemanfaatan penyu serta surat
edaran Gubernur Bali N0.660.1/10794/BKLH tentang
Pengaturan Pemanfaatan Penyu di Bali dengan Kuota 5000
pertahun. Akan tetapi pemanfaatan penyu tersebut semakin luas
bukan hanya untuk kepentingan adat istiadat melainkan
diperdagangkan untuk konsumsi restaurant. Pada tahun 1999
telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang
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Pengawetan tumbuhan dan Satwa Liar yang antara lain
dinyatakan pada Pasal 4 ayat 2 bahwa semua jenis penyu
dilindungi. Berdasarkan SK Gubernur Bali nomor 243 tahun 2000
tentang pencabutan SK Gubernur Bali nomor 22 Tahun 1990
dinyatakan bahwa semua pemanfaatan penyu di Bali di larang.

Walaupun penyu tergolong kedalam biota laut yang
dilindungi oleh undang-undang, namun pemanfaatan penyu
secara tradisional oleh masyarakat juga masih banyak terjadi.
Pemanfaatan telur dan daging penyu masih terjadi untuk
kepentingan budaya, religi ataupun untuk kepentingan susbsiten
masyarakatdi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemanfaatan non ekstraktif misalnya untuk kepentingan
wisata (ekowisata, eduwisata) telah berkembang dengan baik. Di
beberapa tempat, wisata berupa melihat habitat penyu di alam,
penyu bertelur, pelepasliaran tukik ataupun melepasliarkan
penyu hasil rehabilitasi menjadi atraksi wisata yang banyak
diminati.

Peran Serta Masyarakat

Peran serta kelompok-kelompok msyarakat dalam
pengelolaan penyu berkembang di berbagai tempat. Umumnya
kelompok-kelompok masyarakat malakukan upaya pengamana,
pengawasan pantai-pantai peneluran, pembinaan habitat
misalnya pembersihan pantai dari sampah dan polusi, kegiatan
penetasan penyu semi alami hingga pembuatan kawasan
konservasi penyu.
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Di Pangumbahan-Jawa Barat, yang merupakan salah satu
lokasi penetasan penyu, Pokmas pelesatri penyu telah lama
melakukan berbagai upaya pelestarian penyu. Di wilayah
Pangandaran—-Jawa Barat, terdapatkelompok: Kelompok Pelestari
Biota Laut yang melakukan upaya konservasi penyu dengan
fasilitasi dari BKSDA Jawa Barat dan Pemkab setempat. Di Kab.
Minahasa-Sulawesi Utara terdapat Pokmas Pelestari Satwa dan
Lingkungan yang bekerja di pesisir pantai Selatan Kab.Minahasa.
Di Selayar-Sulawesi Selatan, terdapat kelompok pemuda dari SSD
(Sileya Diving Club) yang melakukan upaya penyadaran
masyarakat melalui program #savetheturtle dan menginisiasi
'Kampung Penyu”, sebuah desa konservasi berbasis penyu. Serta
masih banyak lagi inisitiaf-inisiatif lokal yang tumbuh dan
berkembang di masyarakat.

Disamping itu dukungan dari lembaga-lembaga swadaya
masyarakat juga sangat besar. WWF-Indonesia, telah mendukung
upaya pelestarian penyu sejak tahun 1980an dan bekerja di
beberapa pantai peneluran utama di Indonesia antara lain di
Berau-Kalimantan Timur, Abun Jamurbamedi - Papua, Sukamade
— Meru Betiri, Paloh - Kalimantan Barat, Wakatobi-Sulawesi
Tenggara, dan beberapa tempat lainnya. Fokus kegiatan utamanya
adalah kegiatan monitoring sarang. Yayasan Penyu Berau
melakukan konservasi penyu di wilayah Berau, Yayasan Penyu
Papua di Papua dan Yayasan Pulau Banyak di Pulau Banyak (NAD),
serta berbagai LSM lainnya yang bekerja di tingkat site/lokal
untuk pelestarian penyu. Demikian juga dengan pihak
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universitas/perguruan tinggi, misalnya Universitas Udayana-Balij,
Universitas Hasanuddin-Makasar, IPB, dan Universitas Sam
Ratulangi-Manado.

Pihak swasta juga telah mulai memberikan dukungan bagi
kelestarian penyu misalnya melalui kegiatan dari CSR (corporate
social responsibility). Sebagai contoh program adopsi sarang di
pantai pangumbahan di laksanakan oleh Biofarma dan Connoco
Philip di Anambas.

=¥ Permasalahan

Permasalahan yang mengancam kelestarian populasi penyu
danhabitatnya adalah sebagai berikut:

3.8.1 Penyu tertangkap sebagai by-catch pada aktivitas
penangkapanikan

Penyu mempunyai tempat hidup dan mencari makan di
wilayah perairan yang juga merupakan daerah penangkapan ikan.
Persinggungan wilayah ini menyebabkan penyu menjadi rawan
tertangkap secara tidak sengaja dalam kegiatan penangkapan
ikan. Beberapa jenis alat tangkap ikan yang menghasilkan by-
catch penyu diantaranya adalah: rawai/longline, jaring
insang/gillnet dan pukat/trawl. Dalam buku ini akan
disampaikan jumlah by-catch penyu yang tertangkap dalam
pengoperasian tuna longline dan trawl yang didapatkan oleh
observer.
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Perikanan Tuna Longline

Pendataan by-catch untuk kapal yang menggunakan longline
dilakukan oleh WWF Indonesia sejak tahun 2006-2013.
Pendataan dilakukan di pelabuhan Benoa (Bali), Bitung (Sulawesi
Utara) dan Muara Baru (DKI Jakarta). Teridentifikasi bahwa
semua jenis Penyu tertangkap by-catch pada alat tangkap long line
dengan jenis Penyu abu sebagai jenis yang paling banyak
tertangkap. Untuk meminimalkan dampak dari by-catch tersebut,
saat ini telah diinisasi program berupa penempatan petugas
/pengamat (observer program) di kapal tuna longline dan
pelatihan kepada AKB kapal yang bertugas untuk menyelamatkan
penyu yang tertangkap tidak sengaja tersebut (turtle by-catch).
Komposisi dan jenis penyu yang tertangkap disajikan pada

Gambar 3.7.
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Gambar 3.7. Komposisi penyu yang tertangkap by-catch tula longline
Sumber: WWF Indonesia, 2013
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Perikanan PukatUdang

Pendataan turtle by-catch pada alat tangkap trawl udang
dilakukan oleh WWF - Indonesia di pelabuhan Sorong sejak tahun
2011. Jenis penyu yang paling banyak tertangkap by-catch pada
alat tangkap ini adalah jenis penyu lekang. Komposisi by-catch
penyupadapukatudangdisajikan pada Gambar 3.8.
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Gambar 3.8. Komposisi penyu yang tertangkap by-catch trawl udang
Sumber: WWF Indonesia, 2013

3.8.2 Perdagangan dan Penyelundupan Telur Penyu

Dalam substansi status perlindungan, bagian yang dilindungi
mencakup seluruh bagian tubuh termasuk derivat dan produk
turunannya. Dengan memperhatikan pemahaman tersebut maka
telur penyu juga termasuk bagian yang dilindungi, ini berarti
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pemanfaatannya tidak diperbolehkan dan merupakan kegiatan
yang melanggar hukum. Pengambilan telur penyu hampir terjadi
di semua pantai peneluran yang tidak terjaga dengan baik, seperti
di Pantai Pangumbahan-Jawa Barat, Kepulauan Tambelan-
Kepulauan Riau, Pesisir Selatan - Sumatera Barat (diluar kawasan
yang dijaga oleh Pemerintah/Dinas KP terkait). Telur penyu ada
yang dipasarkan secara lokal dan ada yang diselundupkan ke luar
negeri. Perdagangan lokal telur penyu dapat ditemui di Propinsi
Sumatera Barat (Kota Padang), Propinsi Kepulauan Riau (Bintan,
Natuna, Anambas, Kota Batam), dan di wilayah Kalimantan.
Penyelundupan telur penyu umumnya terjadi di wilayah
perbatasan dengan negara tetangga, khususnya antara
Kalimantan Baratdan Malaysia.

Perdagangan lokal dan penyelundupan telur penyu masih
saja terjadi sampai dengan saat ini. Berbagai upaya sudah
dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi perdagangan telur
penyu, diantaranya: Kkegiatan sosialisasi kepada masyarakat,
pelaksanaan patroli pengawasan, sosialisasi di media cetak dan
elektronik, pemasanganbaliho, bahkan penegakan hukum.

3.8.3 Penangkapan penyuuntuk diperdagangkan

Penangkapan penyu dewasa yang dilakukan secara sengaja
untuk tujuan perdagangan masih terjadi di beberapa wilayah di
Indonesia. penangkapan penyu secara sengaja tersebut ada yang
dilakukan oleh nelayan lokal dan ada juga yang dilakukan oleh
nelayan asing. Penangkapan penyu oleh nelayan lokal umumnya
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ditujukan untuk perdagangan dan konsumsi dalam negeri,
sedangkan penyu yang ditangkap oleh nelayan asing umumnya
dipasarkan ke negara asalnya.

Nelayan asing yang pernah tertangkap melakukan
penangkapan penyu di perairan Indonesia berasal dari Hainan.
Dalam periode tahun 2005 -2007 paling tidak sudah tercatat 3 kali
kasus penangkapan penyu oleh nelayan Hainan. Dalam ketiga
kasus tersebut jumlah penyu yang tertangkap mencapai 1000
ekor yang didominasi spesies penyu hijau. Dokumentasi penyu
hasil tangkapan nelayan asal Hainan sebagaimana disajikan pada
Gambar 3.9 danGambar 3.10.

2007/05/10 22:31

Gambar 3.9. Penyu yang ditangkap oleh nelayan asal Hainan-RRC di
perairan Pulau Derawan, Kalimantan Timur tahun 2007.
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Gambar 3.10. Penangkapan penyu menggunakan jaring insang oleh

nelayan lokal bekerjasama dengan nelayan asal Hainan-RRC
di perairan P. Derawan, tahun 2005.

3.8.4 Perubahan Iklim Global (Global Climate Change)

Ancaman terhadap kelestarian penyu tidak hanya
disebabkan oleh kegiatan manusia (perdagangan telur penyu dan
penangkapan penyu dewasa), tetapi dapat juga disebabkan oleh
faktor diluar kendali manusia, seperti perubahan iklim global.
Beberapa dampak perubahan iklim yang dapat mengancam
kelestarian penyudiantaranyaadalah:

1) Peningkatan suhu sarang penyu menyebabkan perubahan
komposisi kelamin penyu yang ditetaskan.

2) Penaikan muka air laut menyebabkan sarang penyu
terendam air laut sehingga menyebabkan kerusakan telur
penyu.

e e e | B e e
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3) Cuaca ekstrim dan perubahan pola arus dapat menyebabkan
kerusakan habitat peneluran., dan

4) Gejala pengasaman laut (ocean acidification) akan
berpengaruhterhadap mata rantai makanandi laut.

Hilangnya pantai peneluran oleh kenaikan muka laut telah di
kaji antara lain oleh Fish ,M.R. et al,,, 2005 di Bonaire — Carribean,
Baker, ].D. etal.,, 2006 di North-western Hawai dan Asaad, 1., 2009
di Crete-Greece.
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Bab.4

Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang
“Perikanan” jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 disebutkan
bahwa Penyu merupakan salah satu jenis sumber daya ikan. Pada
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang “Konservasi
Sumber Daya Ikan”, dalam Pasal 21 disebutkan bahwa konservasi
jenis ikan dilakukan dengan tujuan melindungi jenis ikan
terancam punah, mempertahankan keanekaragaman jenis ikan,
memeliharan keseimbangan dan kemantapan ekosistem dan
memanfatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan.

Mengacu pada devinisi tersebut di atas, tujuan Rencana Aksi
Nasional Konservasi penyu periode I adalah “pada tahun 2020,
populasi penyu di 12 area prioritas di Indonesia lestari dan
bermanfaatsejalan dengan prinsip-prinsip konservasi”.
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~ V4 Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai tujuan
program konservasi penyu, dirumuskan sasaran program
konservasi penyu tahun 2016 - 2020 sebagai berikut:

(1) Meningkatnya efektifitas pengelolaan habitat peneluran
penyu dilokasi prioritas;

(2) Terwujudnya penurunan penangkapan dan perdagangan
ilegal penyu dan telur di lokasi prioritas sebesar 50%
dibandingkanstatusdata tahun2016;

(3) Terwujudnya penurunan kematian penyu yang tertangkap
secara tidak sengaja (accidental catch) pada perikanan tuna
longline dan gill net turun sebesar 30% dibandingkan data
tahun 2014;

(4) Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan
penyu di sekitar lokasi peneluran;

(5) Terbangunnya kemitraan strategis dengan berbagai pihak
dalam melakukan konservasipenyu;

(6) Terimplementasikannya ekowisata penyu berbasis
konservasi sesuai dengan regulasi di lokasi prioritas pada
tahun 2020;

(7) Tersedianya sistm informasi dan database penyu yang
terintegrasi padatahun 2020;
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Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran program

konservasi penyu pada periode 2016 - 2020 dirumuskan strategi

dan rencana aksi konservasi penyu sebagaimana disajikan dalam

Tabel 4.1 sedangkan matrik detil rencana aksi disajikan pada

Lampiranl.

SASARAN STRATEGI RENCANA AKSI
1. Meningkatnya 1) Melindungi, (1) Melakukan penyelamatan sarang dan
efektifitas pengelolaan merehabilitasi dan meningka tkan daya tetas tukik;
habitat peneluran menata habitat i :
(2) Melakukan rehabilitasi habitat peneluran
penyu di lokasi peneluran penyu di
RS RN didalam kawasan ko_l.:servaslyang
konservasi dan di mengalami degradasi;
luar kawasan (3) Melakukan rehabilitasi habitat peneluran
konservasi di luar kawasan konservasi yang
mengalami degradasi;

(4) Melakukan perlindungan dan
penyelamatan sarang di luar kawasan
kons ervasi;

(5) Mempersiapkan lokasi peneluran yang
aman untuk mengantisipasi kenaikan
muka air laut;

(6) Memfasilitasi proses pencadangan
habitat pe neluran penyu menjadi
kawasan konservasi

2. Terwujudnya 2) Meningkatkan (1) Pembuatan media informasi konservasi
penurunan upaya sosialisasi, penyu;
penangkaapan dan pengawasan dan (2) Sosialisasi regulasi perlindungan penyu
perdagangan ilegal penegakan hukum kepada stakeholders;
penyu dan telur di (3) Pemberian apresiasi kepada
lokasi prioritas sebesar stakeholders pelaksana konservasi
50% dibandingkan data penyu;
tahun 2016 (4) Melaksanakan pengawasan dan
pene gakan hukum terhadap

pemanfaatan ilegal penyu dan telur
(5) Melakukan pemilihan duta penyu
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(3)

C))

SASARAN STRATEGI RENCANA AKSI
3. Terwujudnya 3) Mengurangi (1) Penyusunan pedoman penyelamatan by-

penurunan kematian kematian penyu catch penyu;

penyu yang tertangkap yang diakibatkan S e Kni

secara tidak sengaja aktivitas perikanan (2) Mol 1 tl;lm‘;ingzr;'te ('tl;;)’l')

idental catch) pada PRI O, Sy cHA PENU DA

e pa observer dannel .

perikanan tuna longline e b

sebesar 30% (3) Pendampingan penyelamatan penyu

dibandingkan data oleh observer;

Sptsn 2014 (4) Pendataan by-catch penyu dan
penanganannya oleh observer;

(5) Pemberian apresiasi kepada nakhoda
kapal atas partisipasinya dalam
penyelamatan by-ca tch penyu; dan

(6) Melakukan kajian modifikasi alat
tangkap untuk mengurangi by-catch
penyu dan ujicoba pengoperasian.

(7) Melakukan sosialisasi alat angkap hasil
modifikasi

4. Terwujudnya peran 4) Meningkatkan (1) Membentuk kelompok masyarakat
aktif masyarakat dalam peran serta peduli penyu di lokasi prioritas;
perlindungan penyu di masyarakat dalam 2 < 3

(2) Bimtek peningkatan kapasitas

sekitar lokasi peneluran konservasi penyu T S R Foka i penyu;

(3) Membangun dan mengembangkan
sistem insentif bagi masyarakat yang
melakukan konservasi penyu;

(4) Melaksanakan pola pengelolaan
kolaboratif konservasi penyu di lokasi
prioritas

5. Terbangunnya 5) Meningkatkan (1) Membentuk Kelompok Kerja (POKJA)
kemitraan strategis kemitraan Konservasi Penyu di tingkat pusat dan
dengan pemanggku strategis dengan daerah;
kepentingan dalam berbagai pihak 1a} "
melakukan pengelolaan dalam melakukan (£) Me dihadiri olleh muang:xutln SonIn
konserwvasi penyu konservasi penyu yang pe

kepentingan;

Membangun sistem pendanaan
konservasi berkelanjutan;
Berpartisipasi aktif dalam forum
internasional, seperti IOSEA, SSME,
BBSE, CTL dll

. p————

Direktorat Jenderal Pengelolan Ruang Laut
Direktorat Konservasi dan Keanskaragaman Hayat Laut




RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) | Konservasi PENYU

STRATEGI RENCANA AKSI
6. Terimplementasikannya | 6) Mengembangkan (1) Menyusun pedoman ekowisata penyu
ekowisata penyu pola pemanfaatan berbasis masyarakat berasas konservasi;
"""‘.’", “"“":’”‘l : P et | @ Melakukan bm;:m teknis ekowisata
di lokasi prioritas pada ekowisata penyu penyu bagi sta rs;
tahun 2020 berbasis (3) Membangun pusat informasi penyu
konservasi berbasis konservasi;

(4) Memberikan bantuan sarana dan
prasarana untuk mendorong ekowisata
penyu berbasis konservasi; dan

(5) Pembinaan dan pendampingan
pengembangan ekowisata penyu
berbasis konservasi.

7. Tersedianya sistem 7) Mengembangkan (1) Menyusun pedoman identifikasi dan
informasi dan database database dan sitem meonitoring populasi penyu;
pestyu yang tevintegras) informasipenyu | o) Melakukan bimbingan teknis identifikasi
pada tahun 2020 nasional o e vkl maiet

(3) Melakukan pendataan peneluran penyu
di dalam kawasan konservasi;

(4) Melakukan pendaataan jalur migrasi
penyu;

(5) Membuat database penyu nasional;

(6) Membuat dan mengembangkan sistem
informasi;
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Bab.s

Mekanisme
Implementasi

Pengimplementasian kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional
(RAN) Konservasi Penyu (2016-2020) merupakan tanggung
jawab bersama lintas instansi di tingkat nasional dan daerah.
Tanggung jawab, peran dan fungsi tetap melakat pada masing-
masing instansi atau sektor sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya. Mekanisme koordinasi dalam pengimplementasian
RAN Konservasi dilakukan oleh penanggung jawab / koordinator
rencana aksi.

Penanggung Jawab Rencana Aksi

Untuk periode pertama (2016-2020) penanggung jawab RAN
Konservasi Penyu berada di Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut, program konservasi (perlindungan, pelestarian dan
pemanfaatan berkelanjutan) penyu merupakan salah satu target
Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL). Tugas dan fungsi
penanggungjawab rencana aksi diantaranya adalah:
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a. Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan koordinasi yang

menghadirkan koordinator/pelaksana aksi, paling tidak 2
tahun sekali.

b. Menghimpun dan mendistribusikan hasil-hasil pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh koordinator/pelaksana aksi.

c. Memfasilitasi proses evaluasi dan penyusunan dokumen

rencana aski nasional konservasi penyu periode selanjutnya
(2021-2025)

m Pendanaan

Sumber pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan sebagaimana tertera dalam matrik lampiran RAN
Konservasi Penyu dapat bersumber dari APBN yang melakat pada
dokumen anggaran masing-masing instansi/lembaga atau
sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan
perundangan dan bersifat tidak mengikat. Bentuk kegiatan
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
lembaga/instansi.

Dokumen RAN Konservasi Penyu diharapkan dapat menjadi
acuan dalam penyusunan anggaran dan prioritas kegiatan pada
masing-masing instansi dengan tetap memperhatikan tugas dan
fungsi instansi/lembaga. Untuk pihak-pihak non pemerintah,
dokumen ini juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan
kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkomitmen pada
kelestarian penyudi Indonesia.

< : Direktorat jenderal Pengelolaan Ruang Lawt
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Pelaporan
5] Pelap

Setiap dua tahun sekali semua koordinator aksi
menyampaikan resume laporan pelaksanaan kegiatan kepada
penanggung jawab rencana aksi yang selanjutkan dibuatkan
laporan secara keseluruhan dan didistribusikan kembali kepada
semua koordinator/ pelaksana aksi.

571 Evaluasi

Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu
merupakan dokumen rencana aksi periode pertama dan akan
berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sd 2020.
Apabila diperlukan, perubahan dokumen rencana aksi dapat
dilakukan pada akhir tahun kedua sejak dokumen ini
diimplementasikan (tahun 2018). Perubahan dokumen rencana
aksi dilakukan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh
penanggung jawab rencana aksi dan dihadiri oleh perwakilan
masing-masinginstansi/lembaga terkait.

Evaluasi terhadap RAN Konservasi Penyu dilakukan untuk
menilai capaian, kelemahan dan kekurangan sehingga dapat
dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Kegiatan evaluasi ini
dilakukandengan tujuan:

1) Mendapatkan informasi secara langsung mengenai
perkembangan pelaksanaan program/kegiatan
pengelolaan konservasi penyu;

Direktorat jenderal Pengelolaan Ruang Laut .
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2) Mengidentifikasi dan mengiventarisasikan permasalahan
dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya
pemecahanyangakan/telah dilakukan; dan

3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan
khususnyaberkaitan dengan rencana aksi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan evaluasi yaitu
melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program/
kegiatan pengelolaan konservasi penyu agar dapatberjalan secara
efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
serta memberikan masukan, saran dan rekomendasi terhadap
pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan dan
terhadap perencanaan program/kegiatanyangakandatang.
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Bab.6
Penutup

Salah satu kewajiban pemerintah yang dimandatkan undang-
undang adalah melakukan upaya agar sumberdaya yang rawan
terancam punah (termasuk penyu) dapat tetap terjaga
kelestariannya dengan tetap memperhatikan kepentingan
masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari
keberadaan sumberdaya tersebut. Pemanfaatan potensi ekonomi
dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang
diberlakukan terhadap spesies tersebut.

Penyu merupakan biota perairan yang dilindungi secara
penuh, saat ini kelestariannya terus mengalami tekanan yang
cukup serius. Penyu hidup pada wilayah perairan yang juga
merupakan daerah penangkapan, sehingga penyu seringkali
tertangkap secara tidak sengaja (accidental catch) dalam kegiatan
penangkapan ikan. Selain itu, penangkapan penyu oleh nelayan
mancanegara (terutama Vietnam dan China) juga masih sering
terjadi di wilayah perairan Indonesia, upaya pengawasan dan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut .
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penegakan hukum perlu ditegakkan. Pengambilan telur untuk
diperdagangkan (lokal dan luar negeri) masih sering ditemui di
sebagian daerah, seperti Sumatera Barat, Kalimantan dan
Kepulauan Riau. Aktivitas penyelundupan telur penyu ke
Malaysia di daerah perbatasan juga masih sulit dihentikan.
Kerjasama antar negara diperlukan untuk dapat menyelesaikan
aktivitas penyelundupan telur penyu. Keinginan dan kebutuhan
masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi penyu
harus dilakukan secara benar, sehingga tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak
melanggar prinsip-prinsip konservasi.

Komitmen dan dukungan dari bergai pihak merupakan kunci
keberhasilan program konservasi penyu, termasuk komitmen
antar negara. Dokumen RAN Konservasi Penyu ini masih terbuka
terhadap penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga aksi nyata
yang dilakukan dapatmenjaminkelestarian penyu di Indonesia.

, . Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Last
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